
QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR   6 TAHUN  2014

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN HEWAN TERNAK

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk lebih
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat
pengguna Tempat Pelelangan Hewan Ternak, maka
perlu diatur pengelolaan tempat pelelangan hewan
ternak yang berdasarkan prinsip demokratis,
pemerataan dan keadilan serta peran masyarakat dan
akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 130 dan
Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
Pemerintah Kabupaten Bireuen berwenang untuk
memungut Retribusi Tempat Pelelangan Hewan Ternak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
suatu Qanun Kabupaten Bireuen tentang Retribusi
Tempat Pelelangan Hewan Ternak.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten
Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);



2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang
Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan
Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3101);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang
Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3509);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011
Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT PELELANGAN HEWAN TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara
urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintahan Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati
dan Perangkat Daerah Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen yang
selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah
selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

7. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati
dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas,
Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bireuen.
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8. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-Undangan
sejenis Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur
penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat
Kabupaten

9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan.

10. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten
Bireuen.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan
usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial, politik atau organisasi yang sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

12. Tempat Pelelangan Ternak yang selanjutnya dapat
disingkat TPT adalah tempat dan fasilitas yang disediakan
oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelelangan
ternak.

13. Tempat Penampungan Ternak adalah bangunan terdiri dari
lokasi lelang ternak yang telah ditetapkan untuk
menampung ternak-ternak yang baru masuk di dalam
lokasi dimaksud untuk dilelang dan dijual.

14. Retribusi Tempat Pelelangan Ternak yang selanjutnya
disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas
pelelangan ternak, termasuk jasa pemeriksaan kesehatan
hewan dan prasarana serta jasa lainnya yang disediakan
atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

15. Pasar Ternak adalah suatu kompleks bangunan dengan
desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan
teknis dan higienis tertentu, serta digunakan sebagai
tempat transaksi jual beli hewan ternak untuk konsumsi
masyarakat.

16. Hewan Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya
yakni mengenai tempat, perkembangbiakan serta
manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta
dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan
jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.

17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan
untuk melakukan Pembayaran Retribusi.
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18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah yang bersangkutan.

19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat
ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya
terutang.

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda.

23. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Atas
Keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan
lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan Retribusi Daerah.

25. Penyelidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik,
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB II
PENGGUNAAN TEMPAT PELELANGAN HEWAN TERNAK

Pasal 2

(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang memperjualbelikan
hewan di Tempat Pelelangan Hewan Ternak dapat
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah
Kabupaten.


